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BUPATI BANDUNG

[ : B hwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan
e g EZn penye!enggar%an Sekolah Dasar Negerl di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Baadung, perlu adanya upaya penataan baik terhadap
pendayagunaar, sarana maupun faslitas pendidikan dasar melalui

program penggahungan Seko'ah Dasar Negeri;

b. bahwa berdasarkan hasii penelitian dan musyawarah di tingkat
Kecamatan, terdapat sejumiz Sekolah Dasar Negeri yang periu dilakukan

upaya penggabungan;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu menggabungkan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2010, yang dit~tapkan dengan
Keputusan Bupati; ;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950) sebagaimana telzh diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pempentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan -mengub.h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daemah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones‘a Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 t~ntang Sistem Pendidikan
Nasionz' (Lembaran Megara Republik Indonesia yahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4301);

3.  Unc ng-Uncang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negaira Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintshan Daerah
(Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahi 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republikx Indonesia I'omor 4437), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terekhir dengan Undung-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Ates Undang-Urdang HNomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembarai Negara Republik Indonesia Tahun
2323) Nomor 55, Tambahan Lembaran.Negara Republik Indonesia Nomor
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA
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Ceraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nernor 36, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Pereturan Pemerintah

‘Nomor 56 Tahun 1998 tentany Perubahwn Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor. 91, Tambahan Lembarar: Negara
Republik Indonesia Nomor 3764); :

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Dacrah Kabubaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Inconesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang
Transparansi -lan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di
Kabupaten Bardung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004
Nomor 29 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Urusan Peme.intahan Kabupaten Bandung (L ‘mbaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2007 Nomer 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandunq Nomor 26 Tahun 2009 nenfang

Penyelenggaraan Sistem Pendid’kan di Kabupaten Bandung (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

: Menggabungkan Sekolah Dasar N.gerl di Lingkungan Pemenntah Kabupaten

Bandung Tahun 2010, dengan daftar dan jumlah nama-nama sekolah yang
digabungkan dan hasil penggabungan sebagai berikut :
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SDN Cipedes I dengan SDN Ciedes 1l Kecamatan Paseh digabung
meniadi SDN Cipedes.

SPDN Laiigensari 01 dengan SDN Langensari 02 Kecamatan Cimaung
digatung meniadi SDN Langensari.

SDN Angkasa VI dengan SDN Angkasa X Kecamatan Margahayu digabung
menjadi SON Angkasa /1.

. Prosedur penggabiingan Sekolah Dasar Nege i sebagaimana dimaksud pada

diktum PERTAMA, dilakukan atas dasar efektifitas dan efisiensi dalam
pengeoldan dan penyelenggaraan pendidiken Sekolali Dasar Negeri dengan
memperhatikan proses pembelajaran yang ‘berkesinambungan, pemanfaatan
aset vangunan dan lahan yang ditinggalkan serta rnekanisme dan tata caranya
berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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KETIGA . Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai
' tekn’ . pelaksanaannya akan diatur kernudian oleh Kepala Dinas Pendidikan dan
melaporkan hasil kegiatan dimaksud k¢ pada Bupati. '

KEEMPAT : Keputusan (ni mulai berlaku pada tangaal dicetapkan.

Ditetapkan d. Soreang
2 apustus 2010

3 pada tanggal < ‘

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

Menteri Pendidikan Nasionai.

Gubernur Jawa Barat.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung.

Para Asisten dan Kepala Bagian pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.

Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

di Lingkungan Pemerintah <abupaten Bandung.
7. Camat yang bersangkutan.
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